WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TERNATE,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 dan Pasal 319
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355)

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4338);



6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);



16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2017

Nomor 168);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun
Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.011.205.247.132,- bertambah sejumlah
Rp.598.084.664,- sehingga menjadi Rp.1.011.803.331.796,- dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pendapatan
A, SeIMULA ottt
b. Bertambah ..c.ovoeiiiii e e

Jumlah Pendapatan setelah perubahan ........

2. Belanja
A, SeIMIULA ot
b. Bertambah ..c.oooniiiiee e e

Jumlah Belanja setelah perubahan ...............

Defisit setelah perubahan ............c.cocveenenen.e.

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
1) Semula .c.oeeniniiiiiiiiiis
2) Berkurang ......ccococeeiiiiiiiiiiiiiiineeen

Jumlah Penerimaan setelah perubahan ....

b. Pengeluaran
1) Semula ..ooooniiiiiiiii
2) Bertambah ...

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan ...
c. Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan ...

d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
Setelah perubahan (SIK/LPA).......cccociiiiiiiiiinenen.n.

Rp.978.032.959.600,-
Rp.12.150.000.000,-

Rp.990.182.959.600,-

Rp.1.011.205.247.132,-
Rp.  598.084.664,-

Rp. 1.011.803.331.796,-

Rp. (21.620.372.196,-)

Rp.38.172.287.532, -
Rp. (11.551.915.336,)

Rp. 26.620.372.196,-

Rp.5.000.000.000,-
Rp. 0,-

Rp.5.000.000.000,-
Rp. 21.620.372.196,-



Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

141.084.457.600,-
12.150.000.000,-

1) Semula ...ocovviviiiiiiiiiiiii Rp.
2) Bertambah .............. Rp.
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Perubahan Rp.
b. Dana Perimbangan
1) Semula ...ccceuieiiiiniiiiiiiiii e Rp.
2) Berkurang ........cocevviiiiiiiiiiiiiiiie Rp.

153.234.457.600,-

761.848.502.000,-
0,-

Jumlah Perimbangan setelah perubahan. Rp.

c. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Semula ....cooviiiiiiiiii Rp.
2) Bertambah........c.cooviiiiiiiiii Rp.

761.848.502.000,-

75.100.000.000,-
0,-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah setelah perubahan............................ Rp.

75.100.000.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
1) Semula ...cooeveviiiniiiiiii e Rp.
2) Bertambah .........coooiiii Rp.

48.500.000.000,-
1.600.000.000,-

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan. Rp.

b. Retribusi Daerah
1) Semula ....cooviiiiiiiii Rp.
2) Bertambah........c.cooviiiiiiiii Rp.

50.100.000.000,-

45.700.000.000,-
9.000.000.000,-

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

54.700.000.000,-

5.000.000.000,-
0,-

1) Semula ...coovieviiiniiiii e Rp.
2) Bertambah .........coooiiiii Rp.
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan setelah perubahan......... Rp.
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1) Semula ...ccoeuiiiiiiniiiiiiiiiii e Rp.
2) Bertambah........c.coooiiiiiiii Rp.

5.000.000.000,-

41.884.457.600,-
1.550.000.000,-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah setelah perubahan.................... Rp.

43.434.457.600,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b terdiri dari

Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil
1) Semula ....ccouieiiiiiiiiiiiii Rp.

29.656.649.000,-



2) Bertambah/(berkurang).........cccoocveeninnne. Rp. 0,-
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 29.656.649.000,-
b. Dana Alokasi Umum
1) Semula ...covvviiiiiiiiiii Rp. 610.569.215.000,-
2) Berkurang .......c.ccceeeviiiiiiiiiiiiiiine Rp. O,-
Jumlah DAU setelah perubahan .............. Rp. 610.569.215.000,-
c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula ...coovvvviiiniiiiiii e Rp. 121.622.638.000,-
2) Bertambah .......cooeiiiiiiiiiii Rp. 0,-
Jumlah DAK setelah perubahan ............. Rp. 121.622.638.000,-

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah
1) Semula ...coovieviiiiiiiii e Rp. O,-
2) Bertambah .........coooiiiii Rp. O,-
Jumlah Hibah setelah perubahan ........... Rp. O,-
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
1) Semula ....cocoviiiiiiiii Rp. 58.350.000.000,-
2) Bertambah .......coooooiiiiiiiiii Rp. O,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
Dari Provinsi setelah perubahan ............. Rp. 58.350.000.000,-
c. Dana Penyesuaian
1) Semula ..ooovviiiiiii Rp. 16.750.000.000,-
2) Bertambah .........cooiiiiiiiiiii Rp. O,-
Jumlah Dana Penyesuaian setelah
perubahan ..........coovviiiiiiiii Rp. 16.750.000.000,-
Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula ....ooiviiiiiii Rp. 449.241.379.347,-

2) Berkurang .......c.coeeeieiiiiiiiiiiiiiien Rp. (16.660.190.519,-)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
perubahan........ccoeviiiiiiiiiiiie Rp. 432.581.188.828,-

b. Belanja Langsung

1) Semula ...cooviiviiiniiiiiii e Rp. 561.963.867.785,-

2) Bertambah .......c.coooiiiiiii Rp. 17.258.275.183,-
Jumlah Belanja Langsung setelah
perubahan............c.coo Rp. 579.222.142.968,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Huruf a terdiri

dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula ..o.oveiiiiiiii Rp.

406.745.613.627,-



2) Berkurang ........coevviiiiiiiiiiiiiiieeea Rp. (18.285.260.519,-)
Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan .........c.cooiiiiiiiiiii Rp. 388.460.353.108,-
b. Belanja Subsidi
1) Semula ...coeiiiiiiiiiiii Rp. 2.500.000.000,-
2) Bertambah .......cocoiiiiiiiiiie Rp. 0,-
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan. Rp. 2.500.000.000,-
c. Belanja Hibah
3) Semula .....coooiiiiiiiiii Rp. 21.522.550.000,-
4) Berkurang ......coceeeveiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiieenene, Rp. (50.000.000,-)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan. Rp. 21.472.550.000,-
d. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula ...ooeniiiiiiiiiii Rp. 13.660.106.000,-
2) Berkurang .......ccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiieieeeas Rp. (324.930.000,-)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
perubahan .......cooveeiiiiiiiii Rp. 13.335.176.000,-
e. Belanja Bagi Hasil
1) Semula ..oooveiniiiiiiiiii Rp. 0,-
2) Bertambah ... Rp. 0,-
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah
perubahan .......cooveeviiiiiiiii Rp. 0,-
f. Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula ..o.oveniniiiiiiiii Rp. 813.109.720,-
2) Bertambah .......cooooiiiiiiiii Rp. 0,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Setelah perubahan ..........c..cooeviiiiinn.. Rp. 813.109.720,-
g. Belanja Tidak Terduga
1) Semula ..ooooviiniiiiiiiiii Rp. 4.000.000.000,-
2) Bertambah .....c.coooiiii Rp. 2.000.000.000,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
perubahan .......cocoeeviiiiiiiiii Rp. 6.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b terdiri dari

Jenis Belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula ..ocoeniiiiiiiiiii Rp. 106.339.743.910,-
2) Bertambah .........cooooii Rp. 1.632.853.566,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan.Rp. 107.972.597.476,-
b. Belanja Barang Jasa
1) Semula ..o.oeeiiiiiiiiiii Rp. 222.229.951.763,-
2) Bertambah ... Rp. 11.023.651.707,-
Jumlah Belanja Barang Jasa setelah
Perubahan ...........cooooiiiiiiiiiiiiii Rp. 233.253.603.470,-



c. Belanja Modal
1) Semula ..coovviiiiiiii Rp.
2) Bertambah .......c.cooiiiiiii Rp.

233.394.172.112,-

4.601.769.910,-

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan. Rp.

Pasal 4

237.995.942.022,-

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Penerimaan

38.172.287.532,-
(11.551.915.336,-)

1) Semula ..cooovviiiiiii Rp.
2) Berkurang .......c.coceeeiiiiiiiiiiiiiiiieneen, Rp.
Jumlah Penerimaan setelah perubahan. Rp.

b. Pengeluaran
1) Semula ..oovvvvviiiiiiiiiii Rp.
2) Bertambah .........c.ooc Rp.

26.620.372.196,-

5.000.000.000,-
0,-

Jumlah Pengeluaraan setelah perubahan Rp.

5.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis

16.726.381.250,-
(24.106.009.054,-)

Pembiayaan :
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
1) Semula ..ooooveiniiiiii Rp.
2) Berkurang .........cocveviiiiiiiiiininiiie, Rp.
Jumlah SiLPA setelah perubahan ........ Rp.

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

(7.379.627.804,-)

21.445.906.282,-
12.554.093.718,-

34.000.000.000,-

5.000.000.000,-
0,-

5.000.000.000,-

1) Semula ...ooveiniiiiiii Rp.
2) Bertambah .......c.coooiiiiiiiiii Rp.
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
Setelah perubahan ...............cocvinnen. Rp.
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis
Pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
1) Semula ..o.ovvieieiiiiiiii e Rp.
2) Bertambah .........c.ooc Rp.
Jumlah Penyertaan Modal (investasi)
Setelah perubahan ...............cocoinl Rp.
Pasal 5

(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari Perubahan anggaran belanja Pemerintah

Kota Ternate terdiri dari:

a. pergeseran anggaran antar program dalam satu perangkat daerah dan/atau
antar perangkat daerah untuk memenuhi kekurangan alokasi belanja gaji

dan tunjangan yang melekat pada gaji;

b. pergeseran anggaran antarkegiatan dalam 1 (satu) program sepanjang
pergeseran tersebut tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah
direncanakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, darurat atau
yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah

Kota Ternate;



c. pergeseran anggaran antarjenis belanja dalam satu kegiatan;

d. penambahan anggaran belanja sebagai akibat penerimaan dari pemerintah
pusat;

e. penambahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan hibah
langsung dalam bentuk uang;

f. penambahan anggaran belanja untuk keperluan mendesak yang

belum/tidak cukup tersedia anggarannya.

(2) Perubahan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai
dengan huruf e, ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate.

(3) Perubahan rincian sebagaimana dimaksud padal ayat (1) huruf f, ditetapkan
oleh Pemerintah Kota Ternate dengan persetujuan DPRD Kota Ternate.

(4) Perubahan sebagimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan Pemerintah Kota
Ternate kepada DPRD dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Perubahan APBD) dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Tahun Anggaran 2018.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan rincian anggaran belanja
Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Walikota.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan
Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD;
APBD

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II

3. Lampiran III : Rincian menuruturusanPemerintahan Daerah,

4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Program danKegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal,

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

10. Lampiran X Daftar Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain;

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran
ini;

12. Lampiran XII: Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



Pasal 7

Walikota Ternate menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai ketentuan pelaksanaan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 24 September 2018

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN
Diundangkan di Ternate
pada tanggal 25 September 2018

SEKRETARIS/DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAURID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 183

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU
UTARA (15/2018)



